Modul Ajar Kurikulum Merdeka • Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA
MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA
PENDIDIKAN PANCASILA — FASE E (KELAS 10)
I. INFORMASI UMUM
	Nama Penyusun
	: .................................................................................

	Satuan Pendidikan
	: .................................................................................

	Tahun Pelajaran
	: 2026 / 2027

	Jenjang Sekolah / Fase
	: Sekolah Menengah Atas (SMA) / Fase E (Kelas 10)

	Mata Pelajaran
	: Pendidikan Pancasila

	Alokasi Waktu
	: 15 JP (5 Pertemuan x 3 JP)

	Bab / Pokok Bahasan
	: Bab 2: Penerapan Norma dan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945

	Semester
	: 1 (Ganjil)

	Target Peserta Didik
	: Peserta Didik Reguler / Tipikal (Inklusif & Heterogen)

	Model Pembelajaran
	: Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) & Analisis Studi Kasus Kontekstual

	Profil Pelajar Pancasila
	: Mandiri, Bernalar Kritis, Gotong Royong, dan Kreatif

	Sarana & Prasarana
	: Teks autentik, artikel studi kasus, atlas/kamus referensi, proyektor LCD, ruang kelas, LKPD



II. KOMPONEN INTI
A. Capaian dan Tujuan Pembelajaran (TP)
Peserta didik mampu menganalisis kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Peserta didik mampu menguraikan tata urutan perundang-undangan nasional dan harmonisasi antarnorma hukum.
Peserta didik mampu menampilkan sikap patuh terhadap norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
B. Pemahaman Bermakna dan Pertanyaan Pemantik
1. Pemahaman Bermakna: Pembelajaran kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, tata urutan perundang-undangan nasional, hubungan hierarki antarperaturan, dan kepatuhan terhadap norma hukum di masyarakat.
2. Pertanyaan Pemantik:
Benda atau peristiwa apa saja di sekitar kita yang berkaitan dengan materi ini?
Mengapa kita perlu mempelajari dan menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari?
Bagaimana cara kita membuktikan pemahaman materi ini melalui latihan bersama?
C. Skenario Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 – 2: Kedudukan dan Fungsi UUD NRI Tahun 1945
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Menelaah UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis, pembatas kekuasaan penyelenggara negara, dan pelindung hak asasi.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
Pertemuan 3 – 4: Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Menganalisis tingkatan hierarki peraturan dan asas hukum lex superior derogat legi inferiori.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
Pertemuan 5 – 6: Hubungan Antarnorma dan Kepastian Hukum
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Membedakan sanksi dan karakteristik norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum positif.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
Pertemuan 7 – 8: Mekanisme Pengujian Peraturan (Judicial Review)
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
III. ASESMEN DAN RUBRIK EVALUASI
A. Bentuk dan Instrumen Asesmen
Asesmen Awal (Diagnostik): Tanya jawab lisan untuk memetakan kesiapan awal peserta didik.
Asesmen Formatif: Observasi unjuk kerja, keaktifan berdiskusi, dan hasil pengerjaan LKPD.
Asesmen Sumatif: Latihan soal penguasaan konsep di akhir bab.
B. Rubrik Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)
	Kriteria / Indikator
	Perlu Bimbingan
(0–60)
	Cukup
(61–70)
	Baik
(71–85)
	Sangat Baik
(86–100)

	Pemahaman Konsep Dasar
	Belum mampu memahami konsep dasar bab ini.
	Mampu memahami konsep dengan bimbingan guru.
	Mampu memahami konsep secara mandiri dan benar.
	Menguasai konsep secara utuh dan mampu menjelaskan ke teman.

	Keterampilan Pengerjaan LKPD
	Belum dapat menyelesaikan aktivitas LKPD.
	Menyelesaikan sebagian LKPD dengan pendampingan.
	Menyelesaikan seluruh aktivitas LKPD dengan benar.
	Menyelesaikan LKPD dengan cepat, rapi, dan tepat.

	Kemandirian & Sikap
	Pasif dan memerlukan arahan berulang.
	Cukup antusias namun masih ragu-ragu.
	Aktif, tertib, dan bertanggung jawab.
	Sangat mandiri, kritis, dan berinisiatif.


C. Bank Soal Evaluasi Formatif / Sumatif
1. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan perundang-undangan yang menempati urutan tertinggi adalah...
Ketetapan MPR
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah
Kunci Jawaban: C — Pembahasan: UUD NRI Tahun 1945 berada pada puncak hierarki tata urutan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lembaga peradilan yang berwenang melakukan uji materi (*judicial review*) terhadap Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 adalah...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Rakyat
Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
3. Ciri khas norma hukum yang membedakannya secara tegas dari norma kesusilaan dan norma kesopanan adalah...
Berasal dari bisikan hati nurani sendiri
Sanksinya bersifat memaksa dan dilaksanakan secara tegas oleh aparat penegak hukum yang berwenang
Hanya berlaku pada suku tertentu saja
Tidak tertulis dan dapat diubah kapan pun tanpa prosedur
Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Norma hukum dibuat oleh penguasa resmi, memiliki daya paksa legal, dan disertai sanksi nyata seperti denda atau pidana kurungan.
4. Jika suatu Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan Undang-Undang, maka asas hukum yang berlaku untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah...
Lex posterior derogat legi priori
Lex specialis derogat legi generali
Lex superior derogat legi inferiori
Presumption of innocence
Kunci Jawaban: C — Pembahasan: Asas *Lex superior derogat legi inferiori* menetapkan bahwa peraturan yang lebih tinggi (UU) membatalkan peraturan yang lebih rendah (Perda).
5. Wujud nyata ketaatan konstitusional seorang peserta didik dalam lingkungan sekolah adalah...
Memilih-milih teman bermain berdasarkan kesamaan daerah asal
Mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru, dan menjaga fasilitas publik dengan baik
Mengabaikan peraturan lalu lintas saat menuju ke sekolah
Menolak membayar iuran yang telah disepakati bersama secara musyawarah
Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Disiplin menaati tata tertib sekolah dan menghargai hak bersama merupakan cerminan kesadaran berkonstitusi sejak dini.


LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Mata Pelajaran: Pendidikan Pancasila • Bab 2: Penerapan Norma dan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945
	Nama Lengkap : .....................................................
	Hari / Tanggal : ...................................

	Kelas / No. Absen : .....................................................
	Nilai / Catatan : ...................................



Petunjuk Pengerjaan:
Tuliskan nama lengkap dan nomor absen pada kotak di atas.
Dengarkan penjelasan guru sebelum memulai pengerjaan.
Kerjakan setiap aktivitas dengan teliti dan rapi.
Tanyakan kepada guru jika ada instruksi yang belum jelas.
Aktivitas 1: Kedudukan dan Fungsi UUD NRI Tahun 1945
Petunjuk: Menelaah UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis, pembatas kekuasaan penyelenggara negara, dan pelindung hak asasi.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................
Aktivitas 2: Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Petunjuk: Menganalisis tingkatan hierarki peraturan dan asas hukum lex superior derogat legi inferiori.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................
Aktivitas 3: Hubungan Antarnorma dan Kepastian Hukum
Petunjuk: Membedakan sanksi dan karakteristik norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum positif.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................
Aktivitas 4: Mekanisme Pengujian Peraturan (Judicial Review)
Petunjuk: Memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................


BAHAN BACAAN GURU, PESERTA DIDIK & GLOSARIUM
A. Rangkuman Konsep Materi Pembelajaran
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi (*the supreme law of the land*) yang menjadi sumber legalitas bagi seluruh produk perundang-undangan di Indonesia.
Hierarki perundang-undangan diatur secara ketat dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, hingga Perda Kabupaten/Kota. Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya (*lex superior derogat legi inferiori*).
Ketaatan terhadap norma (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum) menjamin ketertiban sosial dan kepastian hak asasi warga negara. Peserta didik menganalisis kasus uji materi perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan membudayakan perilaku taat asas di sekolah.
B. Glosarium Istilah
	Istilah
	Pengertian / Definisi Operasional

	Konstitusi
	Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan jaminan hak warga negara.

	Hierarki Perundang-Undangan
	Tata urutan tingkatan hukum di Indonesia di mana peraturan yang lebih rendah bersumber dari peraturan yang lebih tinggi.

	Lex Superior Derogat Legi Inferiori
	Asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

	Judicial Review
	Hak uji materiil suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan terhadap peraturan yang lebih tinggi.

	Norma Hukum
	Aturan tingkah laku yang dibuat oleh lembaga berwenang yang bersifat mengikat, memaksa, dan memiliki sanksi tegas.


C. Daftar Pustaka
Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan No. 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka, Kemendikdasmen.

	Mengetahui,
Kepala Sekolah



......................................................
NIP. ................................................
	......................, ........................ 2026
Guru Mata Pelajaran



......................................................
NIP. ................................................


Halaman 




